
Menimbang

Mengingat

SALINAN

CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola Pajak
Daerah, penerapan pemeriksaan dan pengawasan atas
pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Papua Tengah,
diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pajak
Daerah;

b. bahwa sesuai ketcntuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O11 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, rancangan Standar Operasional
Prosedur yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba
ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur dengan
Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional
Prosedur Pajak Daerah;

I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O0l tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan [,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 155, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2



2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah teral<hir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 4, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentanp
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol1
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Repubhk lndonesia Tahun 2Ol1 Nomor 704);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 201 2 tentang
Pedoman Peny'usunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

1O. Peraturan ... /3



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 202O Nomor
1781);

1 1. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2O Tahun 2O22
tentang Organisasi dan Tata Ke{a Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2Ol,

12. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun
2O23 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

I 3. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2O24
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX
Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana
dimal<sud dalam diktum KESATU meliputi:
a. Pendaftaran Objek PKB BBNKB Kendaraan Baru;
b. Pendaftaran Objek PKB Daftar Ulang;
c. Pendaftaran Objek PKB Daftar Perubahan;
d. Pendaftaran Objek PKB Daftar Mutasi;
e. Penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
f. Penetapan PKB Secara Jabatan;
g. Pembayaran PKB BBNKB;
h. Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS;
i. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM;
j. Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Permukaan;
k. Pendaftaran Ulang Objek Pajak Air Permukaan;
1. Penetapan Pajak Air Permukaan;
m. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
n. Pelaporan, Penyetoran dan Penelitian PBBI(B;
o. Penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
p. Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen PKB BBNKB Bulanan;
q. Pengawasan pemenuhan kewajiban untuk jenis Pajak yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB);
r. Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh

wajib Pajak (PBBKB);

s Pemeriksaan.../4
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t. Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB);

u. Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB);
dan

v. Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah.

Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah untuk
melaksanakan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkaa di Nabire
pada tanggal 19 November 2O25

GUBERNUR PAPUATENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM,

NG, SH., M.H.
2002121oo2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi PapuaTengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;



STANDAR OPERASIONAL PRoSEDUR PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASE"T DAERAH
DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undarrg-Undang Nomor I Tahun 2022 tenler.g Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 201 I tent€rng Stardar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provin si dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Sta,ndar C)perasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

SOP Pajak Daerah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Disahkan Oleh
Nama SOP Pendaftaran Objek PKB

BBNKB Kendaraan Baru

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PD.BPPKAD.I-OOINomor SOP
2 September 2024Targgal Pembuatan

Tanggal Revisi
3 Seprember 2024Tel. Efektif
Kepala BPPKAD

PERALATAN PERLENGKAPAN:

berkas
l. PC/Komputer
2. Folder TTI

Apabila SOP 0Ol tidak berjalan maka pendaftaran objek pajak PKB BBNKB tidak berjalan
PENCATATAN DAN PENDATAAN

den baik.

PERINGATAN:

lJ<erEE44!I4l!. _
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a

SOP PD-BPPKAD-I-OOI Pendaftaran Ob ek PKB BBIKB Kendaraan Baru

Petugas memeriksa data kendaraah atas narna
wajib pajak dan melakukan konfrrnasi status
objek pajak

Apabita memiliki tunggakan, Wajib Pajak harus
melunasi tunggal<an terdaftar terlebih da}ulu

4

6

Mutu BekuPohkeana
!lo. Uralsn Prorcdut

WeJlb Pajak
PGtugr!

Pon&ftrrrn
Pctugrr

Pcuetapao
Wqhu Output

Neterangen

Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB
BBNKB dengan mengisi SPOPD dan
menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan
kepada Petugas

Kelcngkipan

SPOPD, KTP,
Faklur, No

Registrasi BPKB

Paling
lambat 30
hari kerja
sejak tgl
fal<tur

te

,)

Tidak

(ap

SPOPD, KTP,
Faldur, No

Registrasi BPKB

Menit

3

Persyaratan
sesuai
Peraturan
KAPOLRI
dan Juknis

Petu gas merneriksa kelengkapan berkas
termasuk data NIK dan Nomor Handphone. Jika
belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta
data dari Wajib Pajak dan rlanjutnya
merneriksa keaesuaian persyaratan.

Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproscs
dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

.)ika lengkap dan sesuai, Petugas mendaftarkan
ke Sistem dan menerbitkan NF,\MPD dan NOPD

Tidak rxi SR)PD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB

SPOPD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB

2 Menit

NOPD/
NP\MPD

v
-.{5 Menit

Formulir
Konfirmasi

+tft-
T

2

SPC}PD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB

SPOPD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB

)

30 Detik
Data

T\:nggakan

I

I

I

I

I

t-
I

I
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No. Uraian Proscdu

Pcl,rkrena llutu Bsku

I(eterrtrtrn
Wajtb Pejal

Petuger
Pcadafteran

Petugra
Peoeteprn

Kelengkepaa Eektu Output

7
Jika tidak memiliki tunggakan, Petugas

menyerahkan berkas ke Fetugas Penetapan

SPOPD, KTP,

Faltur, No

Registrasi BPKB

30 Detrl
Berkas

Pendaftaran

Jumlch Wektu Ponyelcrrha lO Menlt

CUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
S sesuai dengan aslinya

HUKUM,

NG, SH., M.H.
82002t2roo2

*



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3. r /289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

h.lsat dan Pemerintaian Daerahl
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasiona.l

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalt Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaa.n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O 12 tenteng Pedoman Penynrsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Paj ak Daerah dan
Retribusi Daerah.

SOP Pajak Daerah

PERINGATAN:
Apabila SOP OO2 tidak berjalan maka pendaftaran ulang objek PKB tidak berjalan dengan

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

l. PC/Komputer
2. Folder m an berkas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Sistem

PD.BPPKAD.I.OO2Nomor SOP
2 September 2024Tanggal Pembuatan

3 September 2024
Tanggal Revisi
Tsl. Efektif

Kepala BPPKAD
Pendaftararr
Daftar Ulang

Objek PKB
Disahkan Oleh
Nama SOP

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENCELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

,s

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

KE-TERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

baik.

L

I
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SOP PD-BPPKAD-I-OO2 Pendaftaran ek PKB Daftar
PctaLlroa

I{o, Ur.hn Proaedur

S sesuai dengan aslinya
RO HUKUM,

UNC, SH., M.H.

Mutu B.ku

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

c-

*.

Wrjlb hj.t lf,rl<tu Output
KotarlngrnP.tutr.

Pc[drnt r.E
P.tr{l!

Pcnct FD
X.longLp.t

I

2

Paling lambat tal
bcrathir masa
pqjak

Fersyalatan
scauai hratura,r
KAPOLRI dan
JukniEp

SP()PD, KTP, STNK,
TBPKP Maaa Pajat

scbelurnnya

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Maoa Paja}

sebelurnnya

2 Menit

3

Wajib Pajak mendanarkan diri dan objck PKB
dengan men8isi SPOPD dan rnenyerahlan bcrkag
kclentkapan persyaratan kepada Pctugas

Petugas mcmcrikBa kelengkapan berkaE dan
kescsuaian data kcndaraan tcrmasuk data NIK
dan Nomor Handphone. Jika belum lengkap
dapat dilen8kapi dengan mcminta data dari
Wajib P{iak dan sclanjutnya rnemcrikEa
ke8€Buaian pcrayaratan,

ika tidak rcsuai, bcrkaE tidak dapat diprosas
darl dikembalikar kepada Wqjib Pajak

4 Petugar mendaftarkan kc Sistem dan
mencrbitkan NPIf,PD dan NOPD (Jika belum ada) I

SR)PD, KTP, STNK,
TBPKP Ma6a P6jal

sebclumnya

) Meni t
NOPD/
NPWPD

5 Petuga3 mcaycrahkan berkaa ke Fctuga8
Fcnetapan I

Berkes
Pcndaftaran

SPOPD, KTP, STNK,
mPKP Masa Paja.l<

sc bclu rrurya
Menit

5 Mcoit

1
A 082002t2roo2

__ tg!lr.h- ylltI F.ly.lT+!a

I

SEE

I

(
*



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2O25
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD-T]PPKAD.I-OO3
Pembuatan 2S ber 2O24

*
\*r./

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAI{
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Putrlik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O1l tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 20l2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Cubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

PERIN(iATAN:
Apabila SOP O03 tidak berjalan maka

Ta-n
Tan Revisi

. Efektif 3S tember 2024
Disahkan Oleh a BPPKAI)

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

den :rn baik
pendaftaran perubahan objek PKB tidak bcrjalan 

I

_ __ _ _t

Nama SOP Pendaftaran Objek PKB
Daftar Perubahart

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENCKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1 . PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas

---li

I

I

I
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aOP PD-BPPKAD-I-dI3 Pendefltarsa Ob ek PKB Deftar Perubahan
PelrLrrne

U.rl.n hoacdut
WrJtb PrJ.k P.tut..

PGAdrtt rro
Pctulaa

FcnGt Fn

Wqjib Pajak rDendarlarken diri dan objck PKB
deng.n lttcn8iri SPOPD dan menyerahkan
bcrkar kciengkapan persyaratan keprd6
Fctugar

Jura.lrh W.hu lrn

sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM

UNG, SH., M.H.

Kolongt p.n

ST'OPD, KIP, STNK,
TRPKP Maua hiak
6cbelumnya, f)aaar

P.rubahan

SPOPD, KTP, STNX,
TBPKP Ma6lr Pqiak
hcbclurmya, Da.ar

Perubahan

Hutu B.Lu

W.hu Output
Kctaranirtr

Paljng lamba
30 hari k.rja
scjak
perubahan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

-ltl

7

SPOPD, KTP, STNK,
fiJPKP Ma.a hjak
..rbelumnya, Dalar

Perubahan

l{o.

I

2

Petugar rrEricrikss kclcngkapan bcrkaa dan
kclclueian data kcn&raon tcrmaruk data NIK,
Nomor Handphone dan Dokumcn Daaar
Ferubahan. Jik{ belum lcn8kap dapar
dilcn8kapi dengan ntcminta data dari Wajib
Pqia}. FctuBa! akan kcmbali rncmcrikra
kc!cluaian dcngan pcrsyaratan.

Perayaratan
rcauai
Feraturan
KAPOLRI dan
Julsris

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Maffi PajBk
cebelumnya, Daaar

Ferubahan

Mcnit

3 Jika tidak eccuai, bcrkas tldak dapat diproBcs
dan dlkcmbalikan kepada Wqjib Pajak.

Tdak

+ Menit

6

F.tugac rnenda.ftarkar ke Sl.tem dan
mencrbitkan NP$,/PD dan NOPD pikr belum
ada)

Pctuta! mcnyerahkan berkas ke Fetugas
Fenctapan

NOPD/
NHA'PT'

Berka8
Pendaftaran

lO Mcntt

Menit

'2

-

c!!l

f

4 082002t2loo2

--r*-

Ia

I

I
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Apabila SOP O04 tidak berjalan maka pendaftaran mutasi objek PKB tidak berja.lan dengan
baik.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR t00.3.3.1/28e TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PA.'AK DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD.I.OO4
T Pembuatan 2Se tember 2O24
Tan Revisi
T . Efektif

Nama SOP

3 September 2024
Disahkan Olch Kepala BPPKAD

Pendaftaran Objek PKB
Daftar Mutasi

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

4. Folder an berkasCN m

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah

PERALATAN PERLENGT(APAN:

Sistem

3. PC/ Komputer

I. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERINGATAN: PE}{CATATAN DAN PENDATAAN:

I



SOP PD-BPPKAD-I-fi)4 Pendaftaran ck PKB Daftar Mutael
PchLlrDr

Urrlsn Prorcdur
Mutu BrLu

WdIb PrJrL

JuDtrh lf, altu Poaycloello

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

PGtutra
PGnctr

l(cl eE g La pe n

Persyaratao
sesuai

Pcraturan
KAPOLRI dan

JuLniB

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

q

I

UNG, SH., M.H.
4

llo. PGtuS.r
Pcndr0t$rD

Wahu Output
XctGrangan

I
Wqiib Paja} mendaftarkan diri dan objck PKB
dengan mcngisi SPOPD dan menyerahkan berkas
kelcngkapan pcrayaralan kepada Fetu gas

Palin8 lambat 30
hari kerja scjak
tBl surat 68kal

Lc

--1

2 T',td

l.n

;kaP

1

Menir

3

lFetugaa memcrikaa kelcngkapan bcrkas dan
kalaluaian data ktndaraar tcrma8uk data NIX,
Nomor Handphonc dan Surat Kctcrangan Filkal
Jika belum lengkap dapat dilcngkapi dengan
mcminta data dari Wqiib PeJak. Fetu8as akan
kcmbali memerikaa keacauaian dcngan
pcByaratan.

Jika tidal 8esuai, bcrkas tid&k dapat diproeer
dan dikemba.likan kcpeda WqJib Pqjak.

'l'idak se

sual

SR)PD, KTP, STNX,
TBPKP Asal, Surat
Keterangan Firkal

SPOPD, I.ffP. STNK,
TBPKP AEal, Surat
KctcraflBan FiBkal

7

4 Fetugar mendallarkan ke Sirtcm dan
mencrbitlan NPl PD dan NOPD (Jika belum edal J

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Asal, Surat
Kcterangan Fiokal

2

5 Fetugac mcnycrahkan berkas kc Fetugas
Penctapan I

Bcrkae
Fendaltarsn

Menrt

Menit

NOPD/
NPWPD

SPOPD, KTP. STNK,
TBPKP AsaI, Surot
KetcrsnBan Fiskal

1() M.ntt

*'
\!

A

t

420021210C2

-2-

(

t



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOL"AAN PENDAPATAN, KEUANCAN

DAN ASET DAERAH

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

hosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Apabila SOP OOI ticlak berjalan maka penetapan PKB, BBNKB, Opscn PKB dan Opsen BBNKB
tidak alan derr baik.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANC
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PA.JAK DAERAH

PD-BPPKAD-II-OO 1

Tan Pembuatan 2S ber 2424
Tan Revisi

. Efektif

Nomor SOP

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

,s l7 Juni 2025
18 Juni 2O25

ala BPPKADNama SOP
Penetapan PKB, BBNKB,
Opsen PKB dan Opsen
BBNKB

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah I . PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

I Nomor SO_P _ -

I

I



SOP PD-BPPIGD-I-OO I Peneta

No. Ulalan Proeedur

Fetugas meneliti besaran penetapan
pajak berdasarkan TBPKP masa
pajak sebelumnya, NJKB berlaku,
dan dokumen pendukung lainnya.
Apabila sudah sesuai, Petugae
mencetak SKKP dan menyerahkan
kepada Kasi Penetapan untuk
dikoreksi (daftar ulang) atau Kepala
UPT untuk dikoreksi (daftar baru,
perubahan, mutasi)

4
Jika hasil koreksi sesuai, berkas
dapat diproses dan dikembalikan
kepada Petugas Penetapan.

,2

BBITI{B en PI(B dan EN BBNI(B
Pelakgana

PKB
Mutu Bsku

wajib
Pajah

Output
Keterangan

Paling lambat
tgl berakhir
masa pajak

I

2

3

YaktuKelenglapanPetug.!
Pcndaftena

KaslP€tugls
n Peoeta nPeneta pa Pa

Kepela
I'PT

Petugas mcnerima berkas dari
Petugas Pendaftaran dan
menyesuaikan data antara Sistem
dan Berkas

Teller/
Karlr

Sesuai
KTP/Surat
Domisili

Petugas menginput data
kabupaten/kota sesuai domisili
Wajib Pqjak untuk penetapan Opsen
PKB BBNKB

Persyaratan
sesuai

Peraturan
KAPOLRI dan
Juknis
SAMSAT

3 N1 e NI t

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak
sebelumnya

ngkap

ak
n8

Int

2I

rsual

JTidak
SPOPD, KTP,

STNK. TBPIG
Masa Pajak
sebelumnya

I Meni t

I

S

I

SPOPD, KTP, 
i

STNK, TBPKP 
I

Masa Pajak

sebelumnya 
I

lt

I
I

I

i I

I

I
I

I

I

I



3-

PcleLrane Iltutu Baku

XeleagLepra Waktu Output
No. Unian Proscdur

S sesuai dengan aslinya
RO HUKUM,

NC, SH., M.H.
200212too2

Kcpele
II?T

Tcllcr/
Krrlr

KGtGraagen

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Pctuges
Practrpn

frd
Po[ct Fn

waJib
PaJeL

Pctugr!
Pondrltrrra

SPOPD, IOP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak

sebelu mnya

I Menit SKKP5

Jumleh WeLtu Pcnyclcerhn 5 Uealt

;G\-

I

lPetugas mencctak SKKP &n
jmenyerahkan tindisan SKKP kepada

lWajib Paja} serta melanjutkan

lberkas kcpada teller/ Kauir

I

I

I
il

l
.,



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3,3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP
Tan Pembuatan,}i-

.*
\*;/

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASTT DAERAH

PERINGATAN:
Apabila SOP OO2 tidak berjala.n maka penetapan PKB secara jabatan tidak berjalan dengan
baik.

2 tember 2O24
PD-BPPKAD-II.OO2

Tanggal Revisi
3 September 2024Tsl. Efektif

Disahkan Oleh Kepala BPPKAI)
Nama SOP Penetapan PKB Secara

Jabatan

KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM:
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Puhlik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2O I I tent,rng Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pecloman Pen1rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemenntahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERXAITAN:
SOP Pajak Daerah

PERALATAN PERLENGKAPAN:
L PC/ Komputer
2. Folder penyimpan berkas
PENCATATAN DAN PENDATAAN:

I



2

No.

SOP PD-BPPKAD-II-OO2 Peneta n PKB Secara Jabatan
PelqLsasa

Uralan Proscdur

Fetugas Dinas Luar ketika
menyerahkan berkas SKKP kepada
Wajib Pajak, melakukan konfirmasi data
untuk selanjutnya dilaporkan ke Kasi
knagihan.

4

5

Mutu Bsku

waJtb
Pajat

Petugai
Penetrpan

Karl
P.D.trpo!

KeglKcpala
UPT lhanPenag

Potugss
Dlaes

Luer/Plhat
Ketlpa

Kclengkapaa waldu Output
Ketcrangen

1

Kasi Penetapan meneliti dan
mengeluarkan data kendaraan yang
dapat ditetapkan secara jabatan

t

Petugas meneliti besaran penetapan
paja.k berdasarkan data pembayaran
masa pajak sebelumnya, NJKB berlaku
dan dokumen pendukung lainnya.
Apabila sudah sesuai, Petugas mencelak
SKKP dan menyerahkan kepada Kasi
Fenetapan untuk dikoreksi.

Sesuai

--T,

Data Sistem
Pembayaran

Terakhir

Data Sistem
Pembayaran

Terakhir

3 Mcnit

SI(KP

Paling
lambat tgl
berakhir
masa pajak

Persyaratan
sesuai
Peraturan
KA POLRI

dan Juknis

3
Kasi Penetapan mengoreksi dan
membubuhi paraf untuk selanjutnya
proses tandatangan oleh Kepala UPI

Tir
sc iuar

J
Lak

SKKP I Menit

Kepala UPT meneruskan berkas SKKP

untuk dihimpun oleh Kasi ttnagihan
untuk selanjutnya diantar/dihrim ke
Wajib lhjak olch Petugas Dinas Luar

L -1 SKKP

I 2

SKKP,

Formulir
Konlirmasi

Data

1 Konfrrma

I

Hari
SI

Hasil

I

I

I

I

I

I

I

_l

i l'l*""1
I
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Wrjtb
PrJak

Pctugar
Pcnctapsa

Krl
PcrtctrFa

Kepale
UPT

Kad
Pcnaglhen

Pctug.r
Dlner

Lur/Plhet
Kctlrr

KelcngLrpan lf,sktu Output

6
Kasi hnagihan mcnghimpun hasil
konfirmasi data dan mengupdate status
kendaraan pada sistem.

S6r

SKKP, Hasil
Konfirmasi

Data

) Menit

Update

Status
Kendara

an

Ju'nleh WrLtu Pcayclcrehn
I Hirl 7
fcnlt

Pclaleans Hutu BeLu

I{o. Uniea Prorcdur Ketcrangrn

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

sesuai dengan aslinya
O HUKUM,

NG, SH., M.H.
8200212tOo2

r
* *

EE

I

l

2
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NoMOR 10O.3,3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-III.OO3
Tan al Pembuatan 2S ber 2O24

Nama SOP Pembayaran PKB BBNKB

KUALIFIKASI PELAKSANA

Tanggal Revisi
Tsl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Olch Kepala BPPKAD

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintshan Daerah i
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasiona.l

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 tcntang Pedoman Pen1rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Cubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah

PERINGATAN
Apabila SOP O03 tidak berialqn mak-q..pq31!.,qyaran PKR _IJBNK[3 tidqk beqrllap deng:rn ba k.

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERALATAN PERLENGKAPAN :

l. PC/Komputer
2. Folder m berkas
PENCATATAN DAN PENDATAAN:

.t

I

I

I DASAR HUKUM:



SOP PD-BPPKAD-III-003 Pemba PKB BBI{KB, PKB, sen BBITKB
Mutu BskuPelakcane

Output
XoterengaaIto. Uralaa Prcsedur wqjib

PSlal
Petuga8

Petr.trps!
Teller/Kasir

BI{P
Penedmaan

PctugaB
Peayerehea

Kelengkapan lraktu

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak

sebelumnya

Paling lambat
tgl beralchir

masa pajak
I

Petugas menerima berkas dari
Petugas Penetapan dan

menyesuaikan data antara Sistem
dan Berkas

3 Menit
Persyaratan

sesuai

Peraturan
KAPOLRI daa

Juknis

2

Petugas meneliti besaran pqjak
yang harus dibayar berdasarkan
SKKP. Apabila sudah sesuai,

Petugas menyampaikan jumlah
yang harus dibayar kepada Wajib
Pajak dan menerima pembayaran.

Sesuai

Sesr al

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak

sebelumnya

2 Menit3

Apabila jumlah uang yang

diberikan W4iib Pajak sudalr
sesuai, Kasir melakukan validasi
pada SKKP untuk selanjutnya
diserahkan kepada BKP

Penerimaan.

fl
t_

Sesuai

M,Jlai

1 2



Pchl.r!. Mutu Brtu
No Urrhn ProaGdut W8jtb

PrJrk
Prtuirr

PGaGtrpr!
Pctugrr

Pcnycnben KclGEgh.p.a Waktu Output
KctcrrDtra

Tcllcr/Krlr BI(P
Patterhntrtr

4

BKP mcncliti keseauaian antara
SKKP dan validasi prmbayaran
olch Karir. Apabila t?lah eesuai,
BKP mencetal TBPKP,
mcngarsipkal secuai instarsi di
SAMSAT dan meny*ahkan TBPKP
kepada Fetugas Penyerahan
untuk diberikan kepada Wajib
Pajak

SPOPD, KTP,
STNK, TBPKP

Masa Pqla}
sebelumnya

SKKP

.runhh lfrLtu PGDyclcr.l.ra S ltcalt

-

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

a.

*

sesLlal dengan aslinya
BIRO HUKUM

UNG, SH., M.H.
082002121OO24

A

J!]!:4

-3-
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerin tahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2Ol I tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah, SOP Pembayaran Pajak Daerah Melalui Mesin EDC/QRIS

PERINGATAN:
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS
tidak b a.lan d baik

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3. I /289 TAHUN 2025
TENTANC
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD,III-OO I

Nama SOP

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi dan Mesin EDC/QRIS;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

Sistem

1. Mesin EDC/QRIS
2. Folder penyimpan struk bukti pembayaran dan

tindisan SKPD
PENCATATAN DAN PENDATAAN;

TanqRal Pembuatan 19 Asustus 2O24
Tanggal Revisi
Tal. Efektif 2O Agustu s 2O24
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

Pembayaran Pajak Daerah
melalui Mesin EDC/QRIS

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

PERALATAN PERLENGKAPAN:

I

I

l-.---

I
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SOP PD-BPPKAD-III-OO 1 Pemba ak Daerah melalui Mesln EDC/ RIS
Peleksaae Mutu Baku

llo. Uraha Prosedur
Kssb Beuk WeJtb Pejak

Beadahen
PaDerlmaqg KelengLapaa Wehu Output

KetereDgen

SSPD/SKKPI
Kasir Bank menerima Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD) atau Surat Ketetapan Kewajiban
Pembayaran (SKKP) -l

2

(asir Bank menyampaikan besaran kewajiban
pembayaran kepada wajib pajak dan pilihan
metode pembayaran (tunai/non tunai)

lunal

non
tunai

SSPD/SKXP

l Menit

3
Jika wajib pajak memilih membayar secara

Tunai, wajib pajak memberikan uang sebesat
nilai pada SKPP

Uang Ttrnai ') Menit

EDC

4
Jika wajib pajak memilih metode pembayaran
non tunai, Kasir menyampa.ikan pilihan metode

non tunai {EDC/QRIS}
lo**

Mesin EDClQRIS I Menit

Mesin EDC/QRIS5
Jika wajib pajak memilih membayar
menggunakan EDC, wajib pajak memberikan
kartu DDC kepada kasir

6 Mesin EDC/QRIS

1 Menit

Kasir mengesek kartu EDC dan menginputlan
nominal pembayaran, jika sudah sesuai, wajib
pajak menginputkan PIN

I 2

Mulai

r



-3

No Utehn Prorcdur

P.LL..n. Mutu BaLu

KctcrrngtnKr.lr BanL WqJlb PdrL
Bclrd.htrl
PcaGrllsltn Kclcnahp.n W.hu Output

7
Jika wqjib pajal mcmilih membayar
mcnggunakan QRIS, Kasir menginputtan
nominal pembayaran pada meein EDC/QzuS

Me$in EDC/QRIS

I Menit

Jika nominal pads mesin QRIS sudah seouai,
wajib pqiak melakukan acan QRCode dan
mcnginputkan PIN

Mesin EDC/QRIS

9

Jika PIN ben&r, saldo mcncukupi dan transa*si
berhasil, MeEin EDC/QRIS mcngeluarkan atruk
Kasir mcanberiken salinan sruk kcpada wajib
p4ak

Trdak
Mesin !:Dc/QRIS I Menit Struk

10
Jika nominal pcmbayaran sudah scsuai, Kasir
mclakuken valida.ri pada SKKP dan menyerahkEn
tindasan SKI(P kcpada Bondahara Pcnerimaan

Selesai

SSI'D/SKKP I Menil

SSPD/SKK
P yang
tclah
divalidaEi

Juat.t Wrhu PGrycL.rhn 5 Dlcnlt

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

q.

Salinan sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM,

NG, SH,, M.H.
82002121002

I 32

a

a



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP
Tan Pembuatan#

PEMERTNTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
DASAR HUKUM:

l. Undang-Undang Nomor 25 ?ahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2Ol I tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penl'usunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

SOP Pajak Daerah

PERINGATAN:
Apabila SOP O02 tidak berjalan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM l

tidak alan den baik.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan ATM;
2. Mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor.

l. Mesin ATM
2. Kartu ATM
PENCATATAN DAN PENDATAANt

i

PD-BPPKAD-III-OO2

Tan Revisi
T . Efektif stus 2O2420
Disahkan Oleh

Pembayaran
Kendaraan
Melalui ATM

Nama SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

BPPKAD
Pajak

Bermotor

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN :

19 Agustus 2024
I

I

I
I
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SOP PD-BPPKAD-III-OO2 Pemba

uai dengan aslinya
IRO HUKUM,

Kenderaan B€rlaotor Melalui ATM

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

ra.

t
RUNG, SH., M.H.

PahLaanr t{utu B.ku
No. Urlho Prorcdut wrjlb Pqrrt KGloDgLrp.E WrLtu Output

Kctcrrntrr

1
Weiib Pajak mernaoukkan kartu ATM pada ATM
Bank

Kartu ATM dan Mcain
ATM

2

l Menit

Wqjib Pqiak men8akle6 mcnu c-Eamsat pada ATM
Bank

Kartu ATM dan Mcsin
ATM

3 I
Wqiib Pqjr.k mcnginpu*an hng8al akhir atau
mala bcrlaku pqia.l( kcnderaan bcrmotor yang
dimil.iki

Kartu ATM, Mcain ATM
d€n Noticc Pqi.k

Tcrakhir
Menit

4
Kartu ATM. Mcsin ATM

dan Notice Pqjak
Tcrakhir

I Menit

Jika data ditcmukEn dan data kendaraan scrta
bcral.an pqiak rudah ben6r, maka wajib pajsk
mclakukan konli.rmasi data dan m.hginputka-n
PIN

5
Jika PIN bcnar, laldo mcncukupi dan tranraksi
berhaail, merin ATM akan menSeluarkan atnrk
scbsAai buhi pcmbayeran yan8 rah

l'lN x ah
Sddo tidok
cukup

Kartu ATM, M.dn ATM
darl Noticc Pqjak

Terafthir
1 Mcnit Struk ,/ Bukti

Pembayaran

Jutul'h Wrhu PcoyGl...hD 4 M.alt

6042002121002

E Ii



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR lOO.3.3.l/289 TAHUN 2025
TBNTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-I.OO5

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Apabila SOP OOS tidak be4'alan maka pendaftaran objek baru PAP tidak berjalan dengan
baik.

Tangqal Pembuatan 2 September 2024
Tangga.l Reyisi
Tsl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP PendaJtaran Objek Banr

Pajak Air Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O1l tentang Standar Operasiona-l

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Pen1rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pajak Daerah

2. Folder an berkasCN m

KETERKAITAN
l. PClKomputer

Sistem
1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kernampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:PERIN(}ATAN:
l
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SOP PD-BPPI$D"I-005 Pendaftaran ek Baru Alr Permukaan PAP)
Pelakgana futu Baku

No Unlsn Pro$dur
Wajib Pajat

Pctutrr
Pcndrftaran

I(arl
Pendaftaran

I(epda IIPI
Dlnrr
Tetdr Xelcngkaprn \Xaltu Output

Ketctangsn

I

Wajib Pajak mendaftarkan diri clan

objek PAP dengan mengrsi SPOPD dan

menyerahlan berkas kelengkapan
persyaratan kepada Petu gas

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

palinB lambat 30

hari kalender

s€jaI
pengambilan

dan/atau
pcmadaatan air

2

Petugas memeriksa kelengkapan berkas

termasuk data MK/MB dal Nomor

Handphone. Jika belum lengkap dapat

dilengkapi dengan meminta data dari
Wqiib Paja} dan selanjutrya
memeriksa kesesuaian persyamtan.

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

5 Menit

krsyaratan
sesuai Juknis

3
Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat

diproscs dan dikcmbahkan kcpada

Wajib Pajak.

SPOPD, KIP/NIB,
Data Objck PAP

SPOPD, KTP/MB,
Data Objek PAP

2 Menit

NOPD/

NPWPD

Jika lengkap dan sesuai, Petugas

mendaftarkan ke Sislem dan

menerbitkan NH PD dan NOPD

lltrlai

4



J.

ro, U.rl.r Pro.Gdur

Itutu Brlu

wqjtb Parrl P.tuSrr Xlrrr X.prh UPT
Dhaa

TcL,rl. Xct.!rtrrp.n 9.ltu Outgnt

5

Fflugaa mcto.xikla dara objrk pqj*
dan t6cla&ukah kDnlirmaui
pamearnEAn rn.tcr oir *rta
lrrclaporLen kcpada Kali Pcndaftaran

2

sFr.,PD, XTP/N J.
D6ta Objek PAP

6

lx.ri P.ndEJtaran mcmvcrirllqsr b.rkE6
dan tD.ncrurlin k.pad.c Kcpafa UPL
Ap6btla Ecmihkr m.tcr air. l(c!)ala UPT
akan mcnuSr6ken Keri P.ndatlaran
untuk rEclal(ukan vcrifiLa.i, !.da.Skra
epat tla tidlk dlcmilihi mctcr air, K?pala
UPT akan mcrnihta bantuen Dinar
TcLnir

SPOPD, KTPINIB.
Data OhJ.k l'Al) I

Surat
1'ugas

'l
K.ri Pefldalt.ran drn/ateu Tim f)ina.
T.loia Elclakuksn vcrioka.i
pcrhiaunS!. drn mcn),cmh*sn hesil
p€rhhun8an krFdr Kcpera UPT

c.l,ot,t). x.ttl/Nlu.
l)ata Objek I,Al' I IttrngBu

I laril
P.rhil uJrg

JoElr.h l,rltu P.arr.l..rira I }ltnrtu

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TrD
MEKI NAWIPA

ai dengan aslinya
IRO HUKUM,

UNG, SH., M.H.
82002121OO2

I

I



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1O0.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

,#w
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENCAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD,T.006
Taossal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Te]. Efektif 3 September 2O24
Disahkarr Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Ulang Objek

Pajak Air Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 ter.lar.g}i.ubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kebupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERALATAN PERLENGKAPAN :

SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer
2. Folder penyimpan berkas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 006 tidak berjalan maka pendaftaran ulang objek PAP tidak be{a1an dengan
baik.

I

I

i
I
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ek ak Alr PermuLaanSOP PD-BPPKAD-I-OO6 Pendafteraa

uai dengan aslinya
IRO HUKUM,

e.

+
UNG, SH., M.H.

CUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

PoLLr.ltr Uutu B.lu

w{lb Pcjrt Potut..
Pondrft r.[

Potua..
P.natrprll xol.ntl.p.n W.Ltu Output

KGtorrnlanl{o. UrahD Prorodrrr

I
Wqiib P&jak mcndaftarkan diri dan objck
PAP dcngan mend.i SPOPD dsn
mcnycrahkan bcrka! kclcngkapan
pcrcyaratan kcpada PetuBas

-].

SPOPD, KTP/ NIB,
Dat{ Volume

Paling larnbat 30
hari kalcnder
Bcjak bcrakhir
masa pajak

Fctugas memcriksa kelengkapan berkao
terma8uk dsta NIK/NIB, Nomor
Handphonc dan volumc air. Jika belum
lengkap dapat dilengkapi dcngen
mcminta data dari wqiib Peiak dan
lelarjutnya memcrikaa kesesuaian
pcrsyaratan. -1

SPOPD, KTP/NIB,
Data Volume

5 Menit

Perayaratan
reiuai Juknis2

3
Jika tidak Bceuai, bcrkaE tidak dapat
diproscs dan dikcmbalikan kcpada wqiib
Pqiak. t- SPOPD, KTP/ NIB,

Data Volumc

SPOPD, KTP/ NIB,
Data Volumc,

NPWPD/NOPD

2 Menit

Berkas
Fendaftaran4

Jika lcngkap dan scsuai, Pctugas
m endaftarkan kc Sistem dan
menyerahkan bcrka8 ke Petu8ae
Pcnctapar

Jirrlbh Wrhu Pcnyalctrh! I hElu

*

6082002t2too2

rrarI

Muhr
I
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASTT DAERAH

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENCAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAr{UN 202.5
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD.II.OO3
T Pembuatan
T Revisi
T . Efektif
Disahkan Oleh

2 September 2024

3 September 2024
Kepala BPPKAD
Penetapan Pajak Air
Permukaan

Nama SOP

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2Oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provin si dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Peny"usunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah

berkas
1. PC/Komputer
2. Folder

Sistem
1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3, Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERINGATAN . PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP O03 tidak berjalan maka penetapan PAP tidak berjalan dengan baik.

I

:l
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SOP PD-BPPKAD-II-OO3 Peneta PAP

sesuar dengan aslinya
A BIRO HUKUM,

a.

A RUNG, SH., M.H.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

PclaLaanr N utu B.Lu
No Urth! Proacdua Y rJlb

PrJrL
Pctutaa

Prodrltrr. o
Potulrt

PGaol-.Fo
f,..1

PGDGtaF! x.Flr UP,f
xr al

P!adaQrraD X.lcagLaFl' g aLtu

I
Pctu8r! Ercncrim{r bcrka! &fl Pa tuSat
Pcndafteran &n menr'€ suaikaD data
ontara Sirtarn (bn Barl.e!

SPOPD, KTP,

srPD/ssPD
Ms !s Irajak
iat luboya

T

2

FatuBaa @cnc llti bareran FnetafEn
Rje|( brd!.rken SR)PD &n SXPD
rnaaa njek scbalumnya, volume air
&n dokutncn FndukunS lainnla.
AFUIa ru&h r..usi, F.tu8as
mencctak SKPD &n mcnyrrBhkan
kepid. lhri FcnetaFn dan KcFle UPT
untuk dkorcksi.

:l
SPC'PD, KTP,

sKPD/SSPD
Maia Pqiek
!cblumnya

I{e n it

s l(Pt)

{
T

3

JiLa ha.il Lorck.l lciual, brk.t
&ft diFolcs &r dikcrnulikan
kcp& Fctu3a. Pcnctar.n. l(a.i
Pcnct Bo juta rncnycrahksn SKPD
kc Fda X.!t nc ndrft{ren ti ndi a.n
SXPD untuk Foefih&D d.n Fl-F 'an

SPOPD, KIP,
gKPD,

SKPD/SSPD
Mrla P.j.k
.cblutonyr

4
Pctu8a. Dcnycrahkan tindiian SKPD
kc F& W.Jib P.jrl.

SPC,PD, KTP,

SKPD,
srPD/ssPD
Mat Pqisk
..blumnye

4 Menit

Jurnlrt Wattu PaDtol...l.n 7 X.nlt

f

4p
T 60a2002121002

Output
XctcrrngrE

Lon0kap



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN GUBERNUR FAPUA TENGAH
N0MOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANC
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DABRAH

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Apiikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERALATAN PERLENGKAPAN :

l. PClKomputcr
2. Folder n1 berkas

Nomor SOP PD-BPPKAD.III-OO4
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanflqal Revisi
Tsl. Efektif 3 September 2024
Dieahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pembayaran Pajak A-ir

Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik;
2, Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pernerintah an Daerahi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Sta.udar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentanB Pedoman Pen)rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentanS Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah

PERINOATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 004 tidak berialan maka pembayaran PAP tidak trerialan dengan baik.

I

I

I
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SOP PD-BPPXAD-III-004 Pemba PAP
Uutu BeLuPelaLism

!{o Uralal Prorcdur
WeJlb PaJaL

Petugas
Pcnetrpa!

Tellcr Kr!
Dre[h Lucr

sAxs T

TGller /
l(e:lr

SAJiISAT

BXP
PenGrlrnarn

Xasl

Pendeftarea
Kelenglapen Waltu Outprt

Xeto18trga[

I

Wajib Pqjak menerima SKPD PAP dari
Petugas Penetapsn. Wajib Pajak dapat
membayar secara tunai dan non tunar
melalui Teller/I*sir di SAMSAT atau
Bank l(as Daerah di Iuar SAMSAT I SKPDi SSPD

Tellcr meneliti ksaran pajal yang
harus dibayar berdasarkan
SKPD/SSPD. Apabila sudalr sesuai,

Peogas menyampaikan jumlah yang

harus dibayar kepada Wajib Pajal dan
mcnerima pcmbayaran.

0 ---t,

Menit

SKPDi SSPD

Tidak s

J

Apabila jumlah uang yang diberikan
Wajib Pajak sudah sesuai, Kasir
mclakukan validasi pada SSPD untuk
seianjutnya dis€ralksn kepada BKP

Pcnerimsan. Apabila pembayaraa
dilakuksn melalui Tcller Kas Daerah di
luar SAMSAT, maka SSPD yang telah
divalidasi diserahkan kc Wajib Pajak

I

Sesua

lesuat

SXPD/SSPD 3 Menit

2

r



3

Pctrtxn llutu B.L!

Tcltcr /
X..lr

8 XsAT

BKP
Panartlaan

Kr.t
P.ad.fr.nn KGl.nllrpan WeLtq OutPut

XGtc ratrgsnITo. Unl.n Pro.cdut
wqJlb P.j.L PotuSr.

Pcqotrp.n

TclLr l(r.
Daa'rl Lurt

srxEAT

2

SKPD/SSPD 3 Merut TBP4

BKP FencnnaaJt Ecncctak TBP dan
Ecncnr!&an SSFD srla tindrran TBP
kepeda Kan hndaltaran d8n Wajib

hja*. untul pcmba}lsran rnclalui
Tcllcr Kar Dacrah di luar SAMSAT,
Wqjib hlak mclsporkan pcmbayaran
PAP dcngan mqnysmpeian tindiran
SSPD kcpeda K.Ei F?ndatlaran

Jutlrbh P.ltu P.ayclollrtr 9 Xcntt

III

-I-I
-

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

a.

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

UNG, SH., M.H.
,1 o82002121002



I-AMPIRAN XIV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-IV.OO 1

Nama SOP
ffi

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANCAN

DAN ASET DAERAH

Apabila SOP OOI tidak berjalan maka pelaporan, penyetoran dan penelitian PBBKB tidak
berjalan dengan bqik.

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

! Sgptemler?Q!a

Tsl. Efektif 3 $eptember 2O24
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

Pelaporan, Penyetoran dan
Penelitian PBBKB

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teilang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2Ol1 tentang Standar Operasional

Prosedur di Ungkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tutas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PI]RALATAN PERLENGKAFAN :

SOP Pajak Daerah l. PC/Komputer
2. Folder penyimpan berkas

PERIN(iATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

i



SOP PD-BPPKAD-w-(X) I Pel.

,2

ran, Po tore,n dan Pcnclltlen PBBI(B
llutrr BrLu

l,.Eb.t. wrJlb
Pcrrr

T.lLr t(r.

Nr(UD

KG prL
a.d.n

rrbldno. Ur.lrd Pro..rlut lh.l ?.nctrFa
al.n P.nraihrn Output

XGt..rr3.t

I
W.jib IhJ.L rtlcmunfut IBBKB deri rctlep
Fnye.rhrn / p.'njualan R!h.n Bakar Kcndrratn
Bcrraotor Lepade lrrabeSr Ftnj,'alur at6u
Xonaumcn

I t,ulan

2

Wqitb I\rj6L m.(..kapltuhrl k !.lunrhan
pamuntutrn aacare l-rulinrn r.iunl tn{ca pajak
untuk !.hn utnya menErbitkan SSPD dan
mcnyctorkrn kc l(a! Decrah. Irembayefin JUBA
daFt dilelnrkan dcngin mckanlsmc trinrfer.

L
Dala

Pnlnun8utan,
SAPD

lo Han SSPD

dil.kukan
piliag Iimb(rr
lO heri kcrje
rcitl,ah
bcrrkhir
m.r. pqJak

3

WaJib Pqi.k mcngt.l SPTPD drn mlhporkrn
kcp.da fcpale B.dan d.n8rn hmpiran SSPD
dan/srru Bukti Tran.Lr. Xcrola B.d.n
ltl?ncrual(rn kcpada Kat id F?munguton den
K.tubld Fen.r.Fn untuk dlhkul.n
Fmcrlkaaen laportn.

Detr
PcmungulaD,

SS}PD
5 Harl

P.l6poran
dihl(ukan
p.Ing Lmb.t
lS haii kcrr.
aardah
bc Lhtt
lnrrr ptJ.k

Kaaubid ltncrapan mcmcdl(ta taaaauaLn
lrpor.n den fitncrbltkan SKPD Nlhll (SKPDI{I
apeblle sudah .cturi FrhitunSan d.n
mcnc*ritkan SXPD Xu6nt BN.er atau lrbih
tlr,ar Jlka t.rd.p.t cclr.lh. Kurqot bqr.or
dltrSihtan dcn8.n STPD SNPI) atiu STPD hactl
pcm.rlklrrn dildr"imkin kcp.dr Wr.rib Pqiek.

-J SPOPD, KTP,
SKPD.

sl(PD/ ssPt)
M..r Fqjak
aabclumnya

I lafl SKPD/
STPt)

Jumlrb ll.hu P.at.L..La I BoL,l 20 llrrl

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
suai dengan aslinya

IRO HUKUM,

UNG, SH., M.H.

a.

t
t

6082002 12 1002

t

Et /,



LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2O25
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

PD.BPPKAD.IV-OO2
l7 Juni 2O25

T . Efektif
Disahkan Oleh

RevisiTan
l8 Juni 2025
Kepala BPPKAD

Nama SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASE"T DAERAH

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor t Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2Ol I tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentarlg Pedoman PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerin tahan I

5. Peraturan Cubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

Penyetoran PKB, BBNKB,
Opsen PKB dan Opoen
BBNKB

PERALATAN PERI,ENGKAPAN:KETERI(AITAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
n12. Folder berkas

I . PC/ Komputer

Apabila SOP 0O2 tidak berl'alan maka penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen
BBNKB tidak bc alan

SOP Pqiak Daerah

baik.

l

-"1

I

i___
IPERINGATAN:



SOP PD-BPPKAD-IV-&12 Pe rsn PKB BBITKB, tr PKB, n BBNKB
Uutu BrLuPclahtrne

llo. Ullhn Proaedu.
AK? Pcrcrlm.rr I1l.l

Pchrorr! IGpTh UPT ?.U.r/Rirlr l(GlGnthpr! Waktu Ortput
Xateria{itr

Dala Rckon
Pembayare! Paiak

3 lvlenI

STS Pajak
Da.rai, STS

Opsen Pqjsk
Dacrah

I

BKP Panerimaan memenksa rekon pefibtyaran
psJsk anta.a Samtat dengan Lll.r. Ap&bila sudah
B.!uai, B,(P dapat mllaluLan cetak STS Pejak
Da.rah d8n STS Ops€n Pqjak Os.rah s.rta 

Tdel
olnyarahkan krpada KaBi Prlaporar untuk
divcriiiksAi, Jiks tidck 6asuai, maka dilakuksn
pemerikrqan tcrhadap keseluruhsn tronEoksi
perfibayarnn

s€6Jal

_1

STS Psjak Dqerah,
STS Op6cfl Pajak
Dserah, Laporan

Hadan Pcncrim&sn
PKfl dan BBN10,
Laporan Harian

F.terimaan Op6€n
P,{8 dan Opsf,n

BBNKB

5 Menit

STS Pa.iak

Daerah. STS

Op8€n P&jak
Dacrah

Xasi Pelapom$ neElerilsa ke6.suaia! a rara ST$

Pdak Daerah dcoBan laporar harian PKB dan
BBNKB, sena kes€suaian antara STli Opsln Pqjak
Dacrah dcngan l&poren harian Ops.n PKB dgll
Opsrfl BBNKB. Apabila ludah scsnd, Ka6i

&lsporln ncny.I&hkall STS Ibjak Darrsh dan
STS Optln Paj6k Dsarah kepoda Kepala UFT

untlrk dit&ndatangani dan scla,rjutnya dt$crehkan
kepada Tellcr

Sssua

3

'llller memcriksa kesesuaian STS dcngan Lqporsn
l(onsolideBi Rekap l{aflan pcncnmaan Ka8ir.
Ap&tlila sudah s.suai, tellcr mclakukan tkspor
tranBakii pen.rimaen k. dalao bcriuk lile
6plil,lng untuk selanjutnys diupload ke srstem

B6nk

da* seg.Br
Sesua

STS Pajak Dacrah,
ST$ 0psen Pajek
Dacrah, Laporun

Koniohdari Rekap
Hqrian Peneaimaa,

Katit

M.nir

!'ile Splitzin8
yan8 tirisi ddta

penerttaBn
harian

-2-



3,

llutu BrLu

BXP PcnGrltar.a Xcp.lr UPT Outprrt

T.llcr mcLikukrn pf,$yrloran PKB lillltxti kc
RXUD ttovinir. ope.n t,Xri ITBXKB kr ta[UD
ksbupercn/krra. d!$ swDxlu kc rck n1rl8 Pr
Jlii R.hada Ere ftr.rc.t&l validr$ STS Prrrk
Ctacrah dt.n STS Opi4.'n Prilrk Dacrrh. T.ll.r
tncr{&rripkrn sTs drn &rn}lrEhkn
trmburinnye k pcda BKP Prn,rimron

ST$ t)qJd( Danrrh,
STS opr.fl Pqia}

Da.rah. Fil,! Splitrins
:] Mrnn

STS lljah
Dacrqh dan STs

Op!.ft Pqj.f
Dacrah ynnA

t.l€h divalidrsi

6

BXP rDlln"nma STS l\irk D..nh dan !}Ts Op.cn
P4rL D&r.h yan8 rrhh dierdld.ai T.lbr, Inlnclid
k..ci!r.i.n rnt$r jumlah tcrt ra dan v.lidaii
pcnyctoren aLn nornor RKUI) Dony6torar. Aprbih
t hh .cruri, tlKl, mcnlrr.iptirrnyr, d.n jiLa tld.ft
icarrai llKP mcny.lrhk{,r La Tcll.r uatuL
dilrkukrn horokri mutrii

8?9 Pdak D..rah
detr ats Opt.n Pqrek

Drcrah yatna tclnh
dtvilidasi

2

AruiF STS ,Ur.k
Ddcrah dar, Arlip
STS Op!.n Pqirk

Dccrah

Juelrlr E.hr P.nyG!..rhn r6 l.alr

GUBERNUR PAPUA TENOAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

UNG, SH., M.H.
2002121oo2

2
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LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

PD-BPPKAD-VI-OO1

'Ar.lE
h.,.-"",r,

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Apabila SOP O01 ridak berjalan maka re
tidak berjalan dengan baik,

konsiliasi penerimaalr opsen PKB BBNKB BulanzLn

l

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2O25
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 18 Juni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Rekonsiliasi

Penerimaan Opsen
BBNKB Bulanan

Data
PKB

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2011 tentang Standu Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentanS Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

an berkasm
SOP Pajak Daerah
KETERI(AITAN:

Sistem

PERAI,ATAN PERLENGKAPAN:
L PClKomputer
2. Folder

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

I



SOP PD-BPPX/ID-VI-OOl ReLonelli.tl Drtr Pene

.)

rlEeatl a PKB BBNKB Bul..llan

Xrll Vorlrllr.l
IPPX^'D IPPRI) aaP

OPPK D
AKP

saxa^T
l(rrl

APPX.AD
OutDut

I llan

Kr.r Vcnfik! APPXAD m.lakukrn vcririkB.t..torAn den
mcnShll pun Arlrp STS lhjak Decrsb dar STS Oplcn PaJok
D.cr.h d..i eluruh SAMSAT untuk rlqrlJurny.
.nan&nn .rnny. kcprd. mr.in8-m.rli* g^tlrl{DA/BPPRI)
Krbupaacn/Kota lcrte rDcminta konfirmqrr frnednraan
Olx.n ryrl. Dacrah untuh lrtFrluan r.konlihlllr r

Ibjrk Dar.rrh,
sTs f\,&k

D{crih d.!r lITs
Op..r! P{jrk

Drar6h

)

Arsp STS
Oplcn darr

Sursl

Konlinnrri

2 I Mmggtr
Hslil

Rtl|(on.ilrad

BAPENIfA/APPRD Kabupatcn/Kots alcnElnmkrn konfirmra
pancrtftern Opcafl Pq,aL l)r.r.h d&lsrD b.ntuk t.srror.n
lacocrtE|eao OpEn. Kaai Vcrilil6& r ldorkqn pencocokan
.llu mkatuilirri tcrhadep Larro'rn pcn.littre.n Op*!n darl
Krbupstcn / l(otr

Opcn

3

Ap.ttla trrdapar *ltrih atru hcLur.nS.n deo k lcbrh&
.l,lor, Kr.r V.rifikali m.l6tukat! konrlrrn rl kG BKP BPPX D
untuk aclaturrlnya malakukan v.riihail aatorrn !,(€ BXP dBn
Tclt?r SAMSAT. Tghrdnp kl'Lurall8an d.n kdctillen stor,
BKP d.n T€lla SAMSAT .hrn m€ftpro... kor.lri muta.i
Italctrh.Il.(su rr:alyatonn k.Luran8ln

Rckcorng Xarflfl.
}hCl

RlkoDdlb.r
I

H..ll

Xorckd
Mutaal atau
$Ts Kur.,r8

Saror

4

Jika Fmur laporaD t.lah .e.uai. Kecl V.rinkarr
mcnyctshkln t"e${r.n Fenfrim.an OFa.n k.prde RKP
EPPKAD dln l(a!l FcloporoJr unruL diburtL.n ljcrlra Acxru
Rllon.ili..i dan .€lEnjuroye dilcr.hkad kc
BAPEI{D /APPRD fabuFt.n/Xou unruk drtrndar.ntrri

I
tlcntr

Rrkonri}eir

lO HrrlJoalrL g.ltu P![t l.r.l.n

I

.l|r

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
uai dengan aslinya

HUKUM,

UNG, SH., M,H.

*

082002t21002

I



LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANC
STANDAR OPERASIONAI, PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-V OOi
17 Juni 2025

Tan Revisi
Tgl. Efektif
Disslkan Oleh
Nama SOP Pengawasan Pemenuhan

Kewajiban untuk Jenis
Pajak yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah (PKB,
PAP PAB

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANCAN

DAN ASET DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayanan hrblik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 20ll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2Ol2 tentarg Pedoman Pen3rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:
Apabila SOP O01 tidak be4'a.lan ma-ka Pengawasan Pemenuhan Kewajiban untuk.Jenis

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERALATAN PERLENCKAPAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Sistem

Tanggal Pembuatan

l8 Juni 2O25
Xepala BPPKAD

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

SOP Pajak Daerah 1. PC / Komputer
2. Folder penyimpan berkas

l4ekvelsd.{et-cplser-oLe}--K-.p-ql-a"PlpiehIE !!E,-!08,"14.F1.! idak berialan den baik.

l

I

I

I

I



SOP PD-BPPI0D-V-fi) I Pengawasan aeauhan kewa untul Jeais k diteta Lan oleh Ke Daerah (PI{B, PAP, PAB}
Pehlt&nr Mutu Bahr

llo. Unho Pmrcdur Red Pcurglhea
UPI

Nepsh UPI
PctutulTiD
Ponrjlhra

Wijlb
Prjrk

l{rrl
Pcld.t !r

uPr

I(cprle
Brdln

Juru gitr Kclcnglrprn Wehtu output
KctcrsngsD

I

Mcnganalisis aecam period* date tunggBkan

pajak dan mengelompokkan data tunSSskan

berdasarkan nama wajrb pajak dan

dikclomplikan menjadi badan, pribadi dan

penerintah

Deta Tunggakan

Pa.jak

Hasil

Analisrs

2

Untuk wajib pajak badsn, SPKPKB

diterbittan dan disertakan surat pengantar

sedangkan untuk vajib mjak pribadi

SPKPKB dicetak bffdasarkan domisil
(kelurahan/kecamatan), Untuk kendaraan
pernrinBh dicetak surat pengantar dengrn

dilanpirkan rincian kcndaraan dan juralah

pa.lak yang harus dibayar. Data diajukan

kepada Kepa.la UPL

Minggu

-1

Data Tunggakan

Pajak,Hasil

Analisis

l

SPKPKB/

Rincian

Ta$han

3

Petugas/Iim ftna$han mm_r'erah kan

SPKPKB kepada Wajib Pajak dan merninta

konfirmasi status objck pajal

SPKPKB/

Rincian Tagihan

Hasd

Konlirmasi

olemul

4

Apabila alamat / subjek/ objek ditemukan,

kontrmasi statu$ objek pojak dihimpun dar
diserahkan lapada Kasi Pcnagrhan. Jika
alanat/ subjek/ objek tidak ditemulan, data

diserahkan kepada Kasi Penagihan dan Kasi

&ndataan

SPKPKB/

Rincian Tagihan,

Hasil (onfirmasi

I Minggu

-2-

I

I



3

Lutlr B.lu

X.tGrrDtral(r.l F.!rtlL!
u?r X.p.h lrPT t lutrr/Tlo

Pc!.tlb.n
srjlb
Prjrr

fr.l
F!!drt$!

utr
X.r.h
Brdra Juru altr Xcr.natip.o OutDut

5

Xeai hnr&hin dcn t(hr hndltean
lrcnShrmpun ri.tr untuk rlrmdeklanjutr
Aprbli b.lum rn.lun.ri t.Jalq l(re
Panigill.n mcnnarukin kcFd. (cfrsle Ut,T
uDtuL dit.rbitkan STPD 30 hcri rqek J.tuh
tcmPo 9cj.k

I

SPKPXIJ/
Rincian T.ih.n,
llslll Konllrm..t

: tlulnn STI'L)

6
Apabil del.m e.kru 7 hlrl EJ.I drt.rtirbn
STI-D, wqiib pcJik bclun mclun ii Lcu,qibln
pqir.k, mel(r rken d .rhlkrn Surri Tcguran.

SPKP,(B/
Rmden Ta8ihrn,
H.xl KonflrrDr.r,

STPD

7 llsn Surat
Tcguran

7

ApebiLr ddrnt w.Ltu 2l h.ri rcl&
dit.rtilkrn gur.l T.Itrr.n. i,qrib p.j.L b.lum
hclun.ri k"wqiib.n pqr.t, !n.kr KcFli UPT
,n.ngq,ukrn Surar hk!. krp€ds Kcpeld
B.d.n unruk drr.rbrtbn. Jururi(A Pai.t
bcrtuta. @cnycnhkan Surat P.I.a LcDad!
wqiib P{rr

l.,."\r,/
sPru,l(a/

Rinctrn TaSjhan,
H..ll Konormir,

STPD, Surrt
TaBuran

2lrl
8

Ap.bih d.Lrh e.lrtu 2r2a jarh r.j.k
ditcrtitkrn Surrr Pek|a, arqjib pqhk bclurr
mclun.d kclsjrban lqrak. rnika al.n
dit.rbilkan Surat Fcrinrah Pcnyit sn.

SPt(PxB/
Rincirn TaSihrn,
Hadl Konllrm.lr.

STPD, Sufrt
T!.guran, Sqrat

Pat.lr

) llafl
gurea

ltri ah

Jual,r.h Y.ltu a.nroL..lr! 2lut o 2lntfu 2Hrrl

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

UNG, SH., M.H.
a

t
4 UA 1

oa2002t2too2
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LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1Oo.3.3.1/289 TAHUN 202s
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PA.JAK DAERAH

Nomor SOP

Nama SOP

1. PClKomputer
2. Folder penyimpan berkas

PD-BPPKAD-V-OO2

#
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENCAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

DASAR HUKUM:

SOP Pajak Daerah

PERINGATAN:
Apabila SOP 002 tidak be{alan maka Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

l7 Juni 2O25Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 18 .Juni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

Pemeriksaan Pajak untuk
Jenis Pajak yang
dilaporkan oleh Wajib

PBBKB)Pa ak
KUALIFIKASI PELAKSANA

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2Ol1 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Meateri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Cubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

Sistem

KETERKAITAN: PERALATAN PERLEN(iKAPAN:

dila rkan oleh W ib Pa ak PBBKI] t idak alan dcn baik.

I I

I

I

I



2

SOP PD-BPPKAD-V-OO2 Pemeriksaan k untuk Jenls ak dila kan oleh tb ak PBBKB
Pchkasrrc Mutu BALU

Ito Urslan Ptotcdut Lcm!.9.
Peaydur/
Xon!umcn

w{lb Pd.r Kr.l
VertIltrrl

rhbtd
Evrtu!.1/ ?t-rn

P.rrcrlkaa

l(.pela
B.drn WrLtu Output

KcteranSen
Dlnai TcLnll KelensLepau

1
Menganalisis data pelsporsn
pcmbayeran pojek SPTPD. SSPD Illlsil Anslisis

Tdak ada

2

Jik6 bcrds.narkan haoil analili$
tcrdapal indikasi pcnyimpoDglrn
maka akBn di4uka! pcmbcntukan
tim pchcriksa kcpade Kepala Bsdan
melalui Kepala Bidant. Tim
Pcmcrikse dapst mclibeLkan Dinas
Tcknis

Hesil AnalisiB
den

Pcrb6ndingsn ,

Surat P.rintah

Td
SPTPD, SSPD,

Data
Pembanding

3

Tim Pemcrika, ftclakukan
pemcriko[rgn daa koofirma$i data
p.mbandint kc hmbs8s
Penyalur/ Konoumen/ BPll
MiSaB/ KEMENKEU atau Pihak
lsinnye

I

SI,TPD, SSPD,
Deta

Pcmbanding

I ItlingSu

Hasil Analisit
dan

Perbendin tan

4

Mclakuka, konfirmaai data kepada
Wqiib Pr{iak dan rnernbuar Elcritq
Acar6 dao l,sporan Hesil
P(:mefikBarln

I

HBiil Analisis
dan

Perb{rndingan
MinpJiu BA, LH P

Tdak IerdiPal lutao0'l€l

5

Ap{rbil& terdapat
kukuranBah/kelebihan bay6r,
mcnghit ung kekurengan / kelebihan
ba!,ar d8n rnenyiapkan draft SKPD-
KB/SKPD-t.8, lsporan HaBrl
ftmcriksaun dan B€dtlr Acurrl rrntrrk
disjukan k(padu Kcpala Badan

l
Draft SKPD-

KB/SKPD.LB

Unluk hasil
pomcriksaan

tanpa
kurang/lcbih
bqyer tct&p
dituaEgksn
dalanr Ll{P

[ang,46bh

BA, LHP MiDEJ.au

:l



3,

PetaLar!r Mutu Balu
I{o Urrir! Proacdur l,cobrgr

PGDFlur/
f,onauoGa

grjlb Prjrt !(..l
V.rlnkrrl lY.ktu Outptrt

Kct.rrrrtrnXrtld
lv.tu.rl/fla

PoEGrllaa

Ncpdr
8rd.n Dlnaa T.Lrla x.lcagLrpr'l

fid* dlo€rlulao

2

6

Di$lcnglrnkrn Rspat Pcrnhdhasan
Ha.il Fcmerikoaan daD ap&bila
dipcrlukan dapat melibarkan Dina6
Tckni8. Huil rapat diluangken
dalarD Bcritr Acara Rapar dan SKPD-
K g/SKPD- LB dspsr ditcrblrkan.

I

lulan
BA, LHP. Draft

SKPD.
r(B/sKPD-1ts

I Hsn
SKPD.

KB/SKPO.Lts

7
Mer.Aihksn SKPD-KB k p.da Wsjib
Pqirk atau manpro€c. kelcbihsn
bayar SKDP.LB

(- I

I Han
sTPD/Sl(

hngembatian
SKPD.

XB/SKPD-LB

JurnLb Wrhu PGnFlcarLn 3 tatnAtu 2 H.rtIII

-

H

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya
O HUKUM,

NG, SH., M.H.
082002121.o02

+
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\*."/

PEMERINTAH PROVINST PAPUA TENGAH
BADAN PENCELOLAAN PENDAPATAN, KEUANCAN

DAN ASET DAERAH

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemenntah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2OIl tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah

PERINGATAN:

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

Nomor SOP PD,BPPKAD-V,OO3

Nama SOP Pemeriksaan Penetapan
Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah (PKB,
BBNKB PAP PAB

1. Memiliki kemampuan adminieuasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

PERALATAN PERLENGKAPAN :

I . PC/ Komputer
2. Folder m an berkas
PENCATATAN DAN

17 Juni 2O25Tangqal Pembuatan
Tanqgal Revisi
Tel. Efektif 18 Juni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

iApabita SoP OO3 tidak bedalm eritiian Fenelap"n pajat< uniut.lenii F.lak
I vans ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB) tidak berialan denean baik.

I



)

SOP PD-BPPXAD-V-003 PemeriLsaan Pene n untuk Jenig ak diteta kan oleh Ke Daerah BBI{KB, PAPPN8 PAB}
Pchlran! Xutu Brlu

lhd/P.tuta.
T.rLdt

K.tl
P.!rtrprn

d.!
P!ludhrn

I(r.i
Vctlrlh.l

tobld
Evrlur.l/ Tlm

PaDrrlL.r

XGp.h
Bad.!r

PrEarlL.
EL.t..n l x.l.ryLrprll Wrltu

Kateralgrtrl{o. Uaitrn Proaadur
Output

I Mcngaralisis data penetapsn psj6l SKPD/SKKP
Hesil

Analisis

Tdai ada tekerLan

ACe kel
SKPD/SKKP.

Hasil Analisis
2

Jika bcrdassrlal hssil amlisB tcrdaper
kckcliruan penetapan maka atan
dilakukan konlirmasi data kepada
(ad/Petugas Penctapan atau Petu8as

Tl,lait

9ruan

Hasil

Analisis dan
Konfirmasi

rroai ada ,Mtesr

3

Jika berdasarlGn hasd konnma$i ter&p8t
indikesi penlimpangsr oleh P.tugas, tre.ke

alaa diproses lebi} lanjut lewat
pemcriklaan oleh Kasi Verifikast dqn Tin
Pern.riksa yaDg ditetapkafl oleh Ncpala

Bodan. Nsmun spatila tidal tc.dapat
lndika$i pcnyimpangan, mal(A dituan8kan
delsm Bcrils Acere den dilekuken
p.mbctulsn SKPD/SKPD-LB. f- f

SKPD/SKPP,

Hasil Analisis
dan

Konlirmaai

MinBSu

SurEt

hrintah.
BA,

ftmbctulsn
SKPD/SKPD

LB

Jika
diperlukan
dapst
nclibatk6n
Dine! Tcknis

Dipeduk
Tdak dro€rl

SKPD/SI(PP,

Has Analisis
dsn

Konfirmasr

I M inggu
Hasil

Atl8ilsis ds!
Konfirmagi

4

Tim Pemeriksa melalekai pemenkssa!
intemal dan mclakuksr koolirnasi data ke

PetuSas tcrkait da,l ke Wajib Pajak jils
dipcrluk6n.

Yrrlb 
IPrjrr/P[rr Ildltrtr 
I

I

I

I
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Iutr B.tu

u{lb
r!.r/Prhrr

L.hat.
r(ld/P..!ar.

T.rt tl

Xrd

da6
D.r.alh.e

X.lld
DYrIol.l/ TIE Kcp.lr

Et t.rEd Oulpul

5

H.ail p(mcnlla.n den/alru lontirrusr
drtudakan drlrm Dcrtte A.aIr den
Lrporin Hi'd l,tDcrihsen ol.li f irn
kmcrit.r untut ..lrruurnya duJutan
t p.d! KcFh B.dan

sKPD/SXP",
Hd Arra!&t

I M'nB8u BA, L}IP

6

Dr.lcng8.nlrn lLpsl P.mb6h.$n Hexl
fr.m! ban dsn dipurud<rn p.nvcic!.j$
alti FnJrDpa'lS.n ba-rdtrrrrhn londtai
dtn Lritarrl tartrnru. lLnl r{pat
diiu.n3lln dalrar B.nu Aaera den
ap.bdr hl'u. dittndruaJ\iutl ol.h
frncrikr. .titcmel rt,ah Ka! Vcrlrlkmi
bcrkooydln{.i d.nEAn prhs} tcr!.lrut-

SKPD/SI(PP.
H.dI ]lneliarr

dan
l(oDliflr.{,

RA, LIIP

7
ylrsi V.rinkru maryrmp.itrn hral rrFr
t pda IttuS.r T.*.,rr/Prh.l EL.rcm.l
untul d&DdaLlenjuti

BA, L}IP. BA
tlrp.r

I M,rrgAu

3 UlnatuJuELb wrttu P..t.L.rt ! II I-
CUBERNUR PAPUA TENCAH,

cAP/T'TD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM,

Ia.

n
UNG, SH., M.H.

082002 121002



PPMERINTAH PROVINSI PAPUA TENCAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANCAN

DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
?ENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

PD.BPPKAD.V.OO4

T Revisl

1. PCI Komputer

*#\tr

DASAR HUKUM:

SOP Pajak Daerah
2. Folder penyrmp an berkaslt

Nomor SOP
Tanegal Pembuatan 17 Juni 2025

Tgl. Eiektif 18 Juni 2025
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pemeriksaan Transaksi

Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah (PKB,
BBNKB, PAP, PAB)

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubunga.n Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20ll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Pen),r:sunan Stafldar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Fapua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PORLENGKAPAN :

RINCATAN:
Apabila SOP 0O4 ridak tre{alan maka Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB) tidak be{alan dengan
baik.

PENCATATAN DAN PENDATA.{N:

I

i

t-.-.
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SOP PD-BPPI$D-V-fi)4 Pemeriksaaa Tnneaksi untut Jenis yang diteta oleh Ke Daerah
PcleLar-or Iutu Brtu

tro. Ka!l
v.r ttrrl

Ecprh
Brde.[

PGEGdlsr

Ebtcrad
lGlcaglepra TrLtu fttput

trctensge!IInh! Pro&dur s{rb
hFr/htuttr

hlaan

K8rUPltllgr!
Tcrhlt

[rnld
Evrlud/Tlo
Pcacdbr

1
Menganalisir data transaki pajal termasuk log

activity sistco

Dau Tmnsaksi,

lrt tuuvity

Hasil

An lisis

lq psiu *odfiE6iJikf, brdasarkan hald analisrs tcrdapat data yang

palu dikonliruusi maka aken dilakukan konfrmasi

data kepada K?si atau Petugac tcrkait

Trdak a&

Ma ya a ocl, d*mirm6,

Data Transsksi,

Irg
Activity,Hasil

Andisis

I Minggu
Hafil

Analisis

dan

Konlimasr

idat fta ,nc

3

Jika berdasrkan hasil konfumasi trrdapat indikasi

penvinpangan oleh htugas, nala akan diproes
lcbrh lanjut lewat pemcriksaan olch Tfu Pnnrriksa
yang diuapkan ohh Kepala Badan

Date TranBaksi

Los

tutivity,Hasl
Analsis dan

Konfirmasi

Hasil

Analisis

dan

Konfirnasi,

Sulat

&dnu)t

J ka dpe.ljk

4

Tirn kmeriksa melalukan p€meriksarn intemal dan

srelakukan konfumasi data ke Kasr/htu8as trkait,
ktugas Lainnya dal ke Walib Pajak jika diprlukan. T{al

_I

n

Dets Transaksl,

LoB

Activity,Hadl

Analisis dan

Konfrnas

l MnSgu

Hasil

Analisie

dan

Koofrnosi

BA, LHP5

Hasil pmeriksaan danlatau konlirmasi dituangkan

dalan &rita Acara dan Lapran Hasil Pemeriksarn

olch Tin hmeriksa untuk schnjutnya diajukan

kepada Kepala Badan

Data Transaksi,

lng
Activity,Hasil

Ana.lisis dan

l(onlirmasi

Mrnggu

BBIII(8, PAP,

2



2

Ir.rh! Pro..dur

P!lrtr.lr Itrtu BrtI
tratcraltrn14D

hl.t/Pctwrt
Llsltr

f,.rl / P.tslrr
?crblt

tb.l
V.rinl.d

f,rbld
Errbr.l/TtE
Pt..db.

K.FL
8.dra

P.a.rllra
ELt!rDd f,.I.laLF! httu Ortprt

6

Dirdcogtuk s Rapat &rbaharan Haril
Ptoailoaan drn diputustal pstyrh.aian rlas
pcnyilrFn8.n bcrdErarku Lodiri d8n kriteru
t rtlDtu. fLd rap.t dituargLrn ddrE Bcriu Ac.n
dar aFbih hrrut ditindlklsnJuti olch p.ocriLla
ckdcfnal nele Kqsi Vcrifikesi bcrLoordinsil dcngn r

pihrl krscbur,

T{al dErfiltrr
Dsta Trsnsatli,

tB
Artivity, Hslil
Anatriis dan

(onfirmari, BA
LHP

2 Harl BA Rap.t

7
Iud vtritteri moryurFtlrl heril rrpat lc?rdr
htuga! TEtsit/ hhst( Elctcrrd untuk
ditindddiltiuti

BA. LHP, BA

R8pst
I Harr

Jurolrl grlts Pc!Fl...L! 3 Xlrt3r 3 Hrrl

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

RUNG, SH-, M.H.
4 082002t'21002

q.

l*
\
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2
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LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

SOP Pajak Daerah

PERTNCATAN:
Apabila SOP OO5 tidak beq'alan maka Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah tidak berjalan

I. Memiliki kemampuan administrasi;
2.Memiliki kemampuan mengoperasikan

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

1. PC / Komputer

Sistem

) p.-r
iPlT

older yimpan berkas l
CATATAN DAN PENDATAAN:

Nomor SOP PD.BPPKAD.V.OO5
17 Juni 2025Tangqal Pembuatan

Tanggal Revisi
18 Juni 2O25

Disahkan Oleh
Tgl. Efektif

Kepala BPPKAD

PenyetoranPengawasan
Paiak Daerah

: A-E

-
=-PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENCAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANCAN
DAN ASrT DAERAH

Nama SOP

KUALIFIKASI PELAKSANADASAR HUKUM:

_--J

I

I

I

IKETERKAITAN: IPERALATAN PERLENGKAPAN: 
I

I dengan baik.
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SOP PD-BPPKAD.V.OO5 weaen Pe ak Daerah
PcleLgoa Hutu Erhu

Kcp{h
8rd8!

I{o. Unha Prolcdur wrJS
P{.f/ Pctr8r.

Lhnrr
xrtl/ Pctugrt

Tc!trlt
K.lt

Pcleporea
Xtl

VcrlIlhd

Krbid
EeslusrU

TIE
Pel[cdh

PrlttCrlh
Ehrtcrad Kcleaglrprn Wettu Output

Kctcrr.agu

Data

Trensaksi, log
Activity, RC

Hasil

Analisis
1

Mcnganalisis data translksi pembayaran

pajak Ermesuk rekening koran Kas Daeralt

i9 p6tr drlofimas

Ada ya

-1

g hrus d(o.fur t6
Data

Transalsi, log
Acrivitl,RC,

Hasil Anali6is

I Minggu
Hasil

Analisia
dan

Konlirmasi

2

Jika berdasarkan hasil analisis terdapel

data yang perlu dikonfinnasi mska akan

dilekukan kontirmasi data kepa&
Kasi/Petugas tskait/Tellcr. Untuk data
transaksi pembayaran )ang sudah 6eEuar,

Kasi Pelaporan menliapkan laporan untuk
bahan rckonsiliasi.

Tiat da

i'dar ada ind

Ada

Data
Transaksi, log

Activity,RC,

Hasil Analisis

dan Konfirmasi

Hasil

Analisis
dan

I(onlinaasi

, Surat
krintah

3

Jika berdasarkan hasil kon{irmasi terdapat

indikasi penFmpgngan olch ktugas, maka

akan dipro8es lcbih lanjut kcpada Kqsi

verifikasi untuk melskukan pemedksaan

oleh Tim kmeriksa ]an8 ditctapkan oleh

Kepala Badan

,lJka iredrka

Tdar( ( rpeduiar

Data

Transaksi, Log

Activity,RC,
Hasil Ana.lisis

dal Konfirmasi

I

4

Tim Prmeriksa melakuka, pemeriksaan

intcmal dan melakukan konfirmasi data kc

K€si/ktugas terksit, Petugas lainnl,a dan

ke Wajib Pajal< jika diperlukan.

Minggr

Hesil
Analisis

dan
Konfirmasi2



3

Urrh! Pro.odur rcrrb
hJ.VP.tstr.

L.lroyr
Ib.l/ Pr.uar.

T.thla
X.d

Xrbld
Iarrru..l,/

?IlE El.tcrarl
(}utp{t

3

H.ril p.rDcnkrcen drn/6tau kDnfrmEol
diluontk fl dahm tlcrita Acar{ drn laporan
Haiil [,!rD!rikr..o olch TlrD lrcmarikaa
uotuk lchnjutnF dlqruk n k p.d. Kcpal6
Bed^n

I
Datr

Tr.nrahr, lrg
Activity,RC,

d.n KonfirnE.i

I Mrnaau BA, LT'P

6

Di.clcntarr.kan Rnp.t ltmbah66rn H..il
P.m.rlk .an drn dlputuahao Fnvdcsrran
ele! p.nyrmp.n8rn bcrdalerkan kofl dirr
drn kritarit l.nenru. Hoall rrror
diturngk n dalarn Bctltr Ac$e dan rFblla
h.ru. ditjndrkhiuli oLh p.rncrihE
ckttcmrl rnrla Xa.i !'erttlkari b.rloordina.i
d.n8nn pih.I tcr-but r lEor d,psnor

-.

Dat!
Trenarkat, t og

Activity, fic,

dan
Konnrmari,

BA, LHP

) llari

7
l(r'i V?rltlkri.i m€nyampork n ha.il rsp.t
k p.da ,+tut6t Tcrkrlt / Pth.k Dl.rtcmel
untuk didndaklaiuti

AA, L}IF, TIA
SKPD,

l(B/sKPO,
LB

Ju!lI.h W.ttu PrnrlL.rtrn 3 iltnaSu 3 8.rl

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Sali dengan aslinya
HUKUM,

Y G, SH., M.H,
N 2002t21002

1

t


